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  ABSTRAK :      -    Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu menyesuaikan 

besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/ pelayanan yang dinilai tidak sesuai lagi 

dengan kondisi terkini dan bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut maka Qanun 

Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu 

diubah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun 

Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang 

Retribusi Jasa Usaha. 

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU 

No.8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 

2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 

17 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 

2009; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Peraturan 

Pemerintah No. 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014;  

Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 

19 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 

Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 15 Tahun 2012.  

 

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten 

Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah 

3. Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) disisip satu huruf yakni c1 

4. Ketentuan Pasal 31 diubah 

5. Ketentuan Pasal 46 diubah 

 

 CATATAN : -   Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 24 Maret 2017  

- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih 
lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.  

- Penjelasan : 1 hlm 


